
BUPATI SAROLAI{GUT{
Kode Pos 37381

PERATURAN BUPATI SAROLANGT]N
NOMOR c27 TATTUN 2011

TENTANG

PETIINJUK PELAKSANAAII DANA BAI\ITUA]I OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
KABUPATEN SAROLATIGUN TAHUN AIYGGARAN 2011

Menimbang

BUPATI SAROLANGUN,

bahwa mengingat belajar bertujuan memberikan pendidikan minimat bagi
warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya,
agar dapat hidup mandiri didalam masyarakat untuk melanjutkan
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;

bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu,
pemerintah mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun
Anggaran Tahun 2011;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sarolangun;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi4
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2969);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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4. undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 79,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2a04 Nomor rzs,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 48M);

6. undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Taurbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a496);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahrm 200T tentang peurbagian urusan
Pemerintahan Antaru Pemerintalu Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembahan Negara Republik
IndonesiaNomor aBT;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang
Petunjuk reknis Penggunaan Dana Bantuan operasional sekolah (Bos)
Tahun Anggaran Z}fi;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247lPl\K..}7/2on tentang pedoman
umum Alokasi Sementara Bantuan operasionar Sekorah (BoS) Bagi
Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Tahun Anggaran 20ll;

11. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri pendidikan
Nasional Nomor 900/5106/sJ dan Nomor 02DCUSEB/2010 tanggal 2g
Desember 2010;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 200g tentang
susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun
(Lembaran Daerah Kabupaten sarolangun Tahun 200g Nomor b3)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten
Sarolangun Nomor 07 Tahun 2009 tentang perubahan Atas peraturan

?*ruh Kabupateo sarolangun Nomor 03 Tahun 200g tentang Susunan
organisasi dan Tata Kerja Dhas Daerah Kabupaten sarolangun
(Lembaran Daerah Kabupaten sarolangun Tahun 2009 Nomor 07);

MEMUTUSKAFI:

PERATURAN BLIPATI SAROLANGLTN TENTANG PETUNruK
PELAKSANAAN DANA BANITUANI OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
KABUPATEN SAROLANGLIN TAHUN ANGGARAN 2OI1

Menetapkan
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1' Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintah daerah.

2. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalahBupati sarolangun.
3. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
4. Dinas Pendidikan adalahDinas pendidikan Kabupaten sarolangun.5' SD adalah Sekolah Dasar baik negeri maupun swasta yang berada dalam Kabupaten

Sarolangun.
6' SMP adalah Sekolah Menengah Pertama baik negeri maupun swasta yang berada dalam

Kabupaten Sarolangun.
7 ' SDLB dan SMPLB adalah Sekolah Dasar Luar Biasa serta Sekolah Menengah pertama

- Luar Biasa yang berada dalam Kabupaten Sarolangun.
8' Dana BoS adalah Dana yang membiayai kegiatan operasi nonpersonalia sebagai bagian

dari keseiuruhan dana pendidikan.

BAB II
TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN BESAR BANTUAN DANA BoS

Pasal 2
Tujuan Dana BOS

(1) Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap
pembiayaan pendidikan dalam rangka menuntaskun p.ogru* wajib belajar pendidikan dasai
sembilan tahun yang bermutu.

(2) Secara khusus program BOS bertuiuan untuk :

a' Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD dan SMP negeri terhadap biaya operasi
sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasiona 6.Snry dan sekolah bertaraf
internasional (SBI);

b' Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk
apapun, baik disekolah negeri maupun swasta;

c. Meringankan beban biayaoperasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Pasal3
Sasaran program

Sasaran program BoS adalah semua Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah pertama
(SMP), termasuk Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT), baik negeri *uupu, swasta
diseluruh kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun

Pasal4
Besar Bantuan Dana BOS

Jumlah satuan Dana BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS Buku, dihitung
berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan :

(1) SD/SDLB : Rp.397.000,_/siswa/tahun
(2)SMP/SMPLB/SMPT :Rp.570.000,-/siswa/tahun

tffileu pL'BATrrnArq r, [,dil



BAB III
WAKTU, JENIS BIAYA., SEKOLAH PEIYERIMA DAi{ ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 5
Wakfu Penyaluran Dana

(l) Untuk Periode Januari s/d Desember 2001 Dana BOS dibayar selama 12 bulan yaitu untuk
semester 2 Tahun pelajaran 20l0l201ldan semester I Tahun 201112012.

(2) Dana disalurkan setiap Triwulan (tiga bulanan) Yaitu :

a. Triwulan I Januari s/d Maret
b. Triwulan II April s/d Juni
c. Triwulan III Juli s/d Septernber
d. Triwulan [V Oktober sld Desember

Pasal 6
Jenis Biaya Pendidikan

(1) Biaya pendidikan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Biaya Satuan Pendidikan, Biaya
Penyelenggaraan danlatau Pengelolaan Pendidikan serta Biaya Pribadi Peserta Didik.

(2) Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan
pendidikan yang meliputi:
& biaya investasi adalah biaya peayediaan saran& dan prasarana, pengembangan sumber

dana manusia, dan msdal kerja tetap;
b. biaya operasi, terdiri biaya personalia dan biaya nonpersonalia. Biaya personalia terdiri

dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat
pada gaji. Biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan
habis pakai, dan biaya tak langsung berupa duya, alr, jas telekomunikasi, pemeliharaan
sararu dan prasaranq uang lembur, transportasi, kumunikasi, pajak, asuransi, dll;

c. bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik
yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya;

d. beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang
berprestasi.

(3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adslah biaya penyelenggaraan

- dan/atau pengelolaan purdidikan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Pemerintah-\ Kabupaten Sarotangun. 
-

(a) Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang
harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajamn secara
teratux dan berkelaqiutan.

Pasal 7
Sekolah Penerima BOS

Sekolah penerima BOS adalah :

(l) Semua sekolah SD/SDLBISMP/SMPLB/SMPT Negeri dalam Kabupaten Sarolangun;
(2) Semua sekolah swasta yang telah memiliki ijin operasional dan tidak dikembangkan menjadi

bertaraf internasional.

Pasal S

Organisasi Pelaksana

Orgnisasi Pelaksana/Susunan Tim Manajemen BOS Kabupaten Sarolangun terdiri dari :

(1) Tingkat Kabupaten
a. Tim Pengarah

1. Bupati Sarolangun
2. Ketua Bappeda Kabupaten Sarolangun

b. Penanggungjawab
l. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun
2. Kepala DPPKAD Kabupaten Sarolangun



(2)

c. Tim Pelaksana BOS
1. Manajer
2. Bendaharan Pengeluaran pembantu Bos di sKpD pendidikan
3. Unit Pendataan SDIDLB
4. Unit Pendataan SMPISMPLB/SMPT
5. Unit Monitoring dan Evaluasi
6. Unit Pelayanan dan Penanganan pengaduan Masyarakat

Tingkat Sekolah
a. Penanggungjawab

Kepala Sekolah (Sekaligus sebagai Pembantu Bendahara Pengeltraran pembanhrlpBpp)
b. Anggota

1. BendaharaBoS Sekolah
2. satu orang dari unsur orang tua siswa diluar Komite sekolah.

(Pemilihan_unsur orang tua dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan
mempertimbangkan kredibilitasny4 serta menghindari terjadinya tonhit
kepentingan).

Pasal 9
Tugas Organisasi Pelatsana/Tim Manajmen

Tim sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
a.Melakukan pendataan siswa dan sekolah dengan menggunakan format Lembaran Kerja

Individu Sekolah/LKIS (Format BOS-O1A dan BOS-Otb);
b.Menetapkan alokasi dana Bos per sekolah untuk sekolah swasta;
c. Melakukan sosialisasi kepada sekolah;
d.Mempersiapkan DPA-SKPDIPPKD;
e.Melalcukan pencairan dan penyaluran dana BOS ke sekolah;
f. Menyediakan dana untuk kegiatan manajemen dan monitoring BOS di Kabupaten

Sarolangun dmi sumber APBD;
g.Melahrkan punbinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan BOS;
h.Merencanakan dan melaksanakan monitoring aan evduasi;
i. Melaporkan realisasi penyaluran dana BOS;
j. Mengirimkan langa.lfelaksanaan program BOS ke Bupati Sarolangun dengan tembusan

ke Dinas Pendidikan Provinsi dan Kemendiknast
k.Menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dana BOS kepada Menteri Keuaagan c.q.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Pendidikan Nasional;
l. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekolah
a.Mengelola dana BOS secara bertanggungiawab dan tansparan dengan mempedomani

Permendiknas Nomor 37 Tahun 2010.
b.Sekolah membuat laporan triwulan *n**** dana BOS yang ditandatangani oleh

Kepala Sekolah Bendahara dan Komite Sekolah
c.Sekolah bertanggungiawab sepenuhnya terhadap penyimpangan penggunaan dana di

sekolah;
d.lekolah wajib menyampaikan laporan perggunarm dana BOS kepada Tim Manajemen

BOS Kabupaten Sarolangun;
e.Sekolatr menyampaikan laporan pertanggtngiawaban penggunaan dana BOS kepada

Bendahara Pengeluaran Pembantu BOS Dinas penOiaikn Kabupaten Sarolangun
sebelum pencairan triwulan berikutrnya;

f. Mengisidan menyerahkan LKIS ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sanrlangun;
g-Melaporkan perubahan data jumlah siswa setrap triwulan kepada Dinas pendidikan

Kabupaten Sarolangun;
h.Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada;
i- Bertanggung jawab terhadap kasus penyalahgunaan dana ditingkat setotatr.

(1)

{2)
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BAB Iv
SUMBER DANA, TA}IAP PENYALURAN DAN TATA CARA PEI{YALURAN

Pasal 10
Sumber Dana

(1) Dana BoS bagi sekolah negeri dianggarkan melalui Belaqia Langsung dalam bentuk
program&egiatan, yang uraiannya dlalokasikan dalam 3 (trga) l"nir- belanja, yaitu
Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja ruodai-yan! dituangkan"Orrr*
Dokumen P-:lS*l* Anggaran Satuan Kerja rerangkat Daeratr lnra-skrD) pada
Bidang Pendidikan Dasar Dinas pendidikan Kabupaten sarolangun;

(2) Dana BoS bagi sekolah swasta dianggarkan dalam Belanja Hibah Daerah, Kelompok
Belanja Tidak f-angsung, Jenis Belanja Hibah, oby& Behqia Hibah kep^aoa
Badanllembaga/Organisasi Swasta serta Rincian Obyek Dana BO"S kepada Sekolah
Swasta yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (DppKAD).

Pasal ll
Tahap penyaluran

Dana BOS disalurkan secaratriwulaa (tiga bulan), yaitu:
1. Triwulan pertama (Januari s.d Maret) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja

pada awal bulan januari Z0ll;
2. Triwulan kedua (April s.d Juni) dilahkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal

bulan April 2}ll;
3' llwulan ketiga (Juli s-d September) dilah*an paling lambat 7 (tqiuh) hari kerja pada awal

bulan Juli 2011.
4' Triwulan f.""*p1t (Qktober s.d Desember) dilakukan paline lambat 7 (tujuh) hari kerja

pada awal bulan Okrober 2011.

raracara -"1;:il1'" Dana Bos

(1) Tata cara penyaluran dana BOS untuk sekolah negeri;
a. Bendahara Pengeluaran Pembantu BOS mengajukan Surat Permintaan pembayaran

(SPP) kepada KPA setiap triwulan sest ai alokasi-anggaran per sekolah yang ditetapkan
oleh Kementrian Pendidikan Nasional;

b. KPA menerbitkan Surat Perintah Manbayar (SPM) yang disampaikan kepada BUD
untuk diterbitkan Sp2D;

c. Bendatrara Pengeluaran Pembantu BOS di Dinas Pendidikan mentransfer Dana BOS
yang diterima-dari BUD langsung ke PBPP untuk pembayaran kegiatan BOS di masing-
masing sekolah;

d. Proses penyelesaianpenyaluran Dana BOS sebagaimana dimaksud pada angka 1,2 dan3
paling lambat 7 (rujuh) hari kerja;

e. PBPP melaporkan realisasi penggunaan dana yang diterimanya per triwulan dengan
melapirkan rekap sPJ dan dokumen bukti pirtanggnungiawaUan yang sa5 kepida
Bendahara Pengeluaran Pembantu di Dinas Pendidikan pufing lambat-lglsepuluhihari
kerja sebelum berakhimya setiap triwulan;

f' Realisasi penggunaan dan BOS sesuai dengan jumtah dan bukti-bukti yang sah dicatat
dalam Buku Kas Umum oleh Bendahara Fengeluaran Pembantu gOS Oi KpA-SKpD
Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun



(2) Penyaluran Dana BOS untuk Sekolah Swasta:
a' BUD mengalokasikan Dana BoS untuk sekolah swasta berdasarkan data jumlah siswaper sekolah dari SKPD Dinas pendidikan;
b' 9ff BoS yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Sekolah swasta dalam bentuk

Hibah dituangkan dalam Naskah perjanjian Hibah Daerah NPHD).

pENGcuNAANT oaNaB#sLAN LARANGATTT\ryA

*"ou*l*f;un sos
(l) Penggunaan Dana BoS disekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusanbersama TIM Manajemeo BoS Sekolah, Dewan-Guru darKomite Sekolah. DanaBOS harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKASIRAPBS,

disamping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber aana rain yanjsan.

(2) Penggunaan Dana BOS meliputi :
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal

Pasal 14
Larangan Penggunaan Dana BOS

! Disimpan dalam jangka waktu rama dengan maksud dibungakan.2. Dipiqiamkan kepada pihak lain.
3' Membiayai kegiatan yang tidak meqiadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar,misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya4' ltembiayai kegiatan yang diselenggarakan oieh UPTD IGcamatan/tr<abupaten/provinsi

f*t atau pihaf lrPl?,-*ulr"p"r, pitut sekolah riaur. iktr, r".tu-JJr- t"giatan tersebut.
lekolah hanya diperbolehkan menzulggung biaya untuk siswa/guru v*g Lrt serta dalamkegiatan tersebut.

l. Membayar bonus dat tansportasi rutin rmtuk grru.
6' Membeli pakaian/seragam bagi gun/siswa intuk kepentingan pribadi (bukan inventaris

sekolah).
7. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.
8. Membangun gedunglruangan baru.
9. Membeli bahan/peralatan yailg tidak mendukung proses pembelajaran.
I0. Menanarnkan saham.

Diselenggarakan lembagadiluar Dinas Pendidikan provinsi4fubupaten dan Kemenffian
Pendidikarl Nasional.
Atau pemerintah daerah secara penulr/wajar, misalnya guru kontral</guru banfu.

11' yt*biayai kegiatan yang telah dibiayai aari sumter dira pemerintah pusat.
12' Kegiatart pettuEaag yang tr'dak aoa tar'tannya dengan op.-*i sekolah, misalnya iuran dalamrangka perayauln hari besar nasional dan upacara r."ugu*uuol*r* teuga*;.
13' Membi"vi-I.gi"4 

"dalam 
rangka mengikuti frutituolr"ridir"iilprroamping terkait

lroqfP Bos/perpajakan program__Bos yang di;lenggarakan lembaga di Luar DinasPendidikan Provinsi/Ifubupaten dan rementriaripendidikan Nasionar.
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BABVI
PENUTUP

Pasal 15

PeraturanBupatiiniberlakusejaktanggal l Januari20lt sampaidengan3l Desember20ll.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dalam
Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun

fxr

tangeal t6-3-1Ott

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal lG feOruarr Z0ll

SEKREfARIS DAERAH
KABUPATEN.SAROLANGUN

MUDA
NIP.19550406 rpszos r oor

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2011 NOM Or...9.V.
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